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ABSTRAK

Hasanuddin, 2025. Implikasi Penundaan Pembagian Harta Warisan terhadap
Hubungan Keluarga di Kecamatan Krueng Barona Jaya
Aceh Besar dalam Tinjauan Hukum Islam. Tesis, Program
Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas KH.
Abdul Chalim Mojokerto. Pembimbing: Dr. M. Chabibi.
M.Hum

Kata Kunci: Penundaan warisan, keharmonisan keluarga, hukum Islam

Hukum Islam mengatur pembagian harta warisan secara jelas dan
proporsional sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11-12, namun dalam
praktiknya masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, sering kali
menunda pembagian tersebut. Penundaan ini tidak dimaksudkan untuk
mengingkari ketentuan syariat, melainkan sebagai strategi sosial untuk menjaga
keharmonisan, menghindari konflik, mempertahankan keutuhan aset, serta
menunggu kesiapan ahli waris baik secara emosional maupun ekonomi. Fenomena
ini mencerminkan adanya dialektika antara teks normatif hukum Islam dan realitas
sosiokultural masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan
pelaksanaan pembagian harta warisan menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan
Krueng Barona Jaya; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan
penundaan pembagian harta warisan; serta (3) menganalisis implikasi sosial,
ekonomi, dan psikologis dari praktik penundaan tersebut dalam perspektif hukum
Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh
agama, perangkat gampong, dan masyarakat, serta observasi dan studi dokumentasi
terhadap literatur fikih kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan referensi
terkait. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengintegrasikan temuan
empiris dan kerangka normatif hukum Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa pembagian harta warisan di Kecamatan
Krueng Barona Jaya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan
tokoh agama dan adat. Faktor penundaan meliputi: (a) keinginan menjaga
keharmonisan keluarga; (b) kondisi ahli waris yang belum siap secara emosional
atau ekonomi; (c) pemanfaatan aset warisan secara kolektif agar tetap produktif;
dan (d) pengaruh tradisi lokal yang menekankan musyawarah dan simbol persatuan
keluarga. Implikasi penundaan bersifat ambivalen: di satu sisi memperkuat
solidaritas keluarga dan menjaga aset tetap utuh, namun di sisi lain berpotensi
memicu konflik laten apabila tidak disertai kesepakatan jelas dan mekanisme
pengelolaan yang adil. Praktik penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan
Krueng Barona Jaya dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kultural terhadap
ketentuan syariat, yang didorong oleh prinsip kemaslahatan (jalb al-masalih).



ABSTRACT
Hasanuddin. 2025. The Implications of Postponing the Distribution of
Inherited Property on Family Relations in Krueng Barona Jaya
District, Aceh Besar: An lIslamic Law Perspective. Thesis,
Postgraduate Program in Islamic Family Law, KH. Abdul Chalim
University, Mojokerto. Supervisor: Dr. M. Chabibi, M.Hum.
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Islamic law regulates the distribution of inheritance in a clear and
proportional manner as stipulated in QS. An-Nisa verses 11-12. However, in
practice, the people of Krueng Barona Jaya District, Aceh Besar, often postpone the
distribution of inherited property. This postponement is not intended to disregard
the provisions of Sharia but rather serves as a social strategy to maintain family
harmony, prevent conflict, preserve the integrity of family assets, and wait for the
heirs to reach emotional and economic readiness. This phenomenon reflects a
dialectical relationship between the normative texts of Islamic inheritance law and
the sociocultural realities of the community. This study aims to: (1) describe the
implementation of inheritance distribution according to the local customs of the
Krueng Barona Jaya community; (2) identify the factors causing the postponement
of inheritance distribution; and (3) analyze the social, economic, and psychological
implications of such postponement from an Islamic law perspective.

This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical
method. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders,
village officials, and community members, as well as through observation and
documentation of relevant sources, including figh literature on inheritance, the
Compilation of Islamic Law (KHI), and other related references. Data analysis was
conducted thematically by integrating empirical findings with the normative
framework of Islamic law.

The study found that the distribution of inheritance in Krueng Barona Jaya
District is conducted through family deliberations involving religious and
traditional leaders. The factors contributing to the postponement include: (a) the
desire to maintain family harmony; (b) the emotional or economic unpreparedness
of certain heirs; (c) the collective utilization of inherited assets to keep them
productive; and (d) the influence of local traditions that emphasize deliberation and
the symbolic unity of the family. The implications of postponement are ambivalent:
on the one hand, it strengthens family solidarity and preserves the integrity of assets,
but on the other hand, it has the potential to trigger latent conflicts if not
accompanied by clear agreements and fair management mechanisms. The practice
of postponing inheritance distribution in Krueng Barona Jaya can thus be
understood as a form of cultural adaptation to Sharia provisions, motivated by the
principle of public interest (jalb al-masalih).
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